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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Hukum merupakan sebuah norma yang telah disepakati sebagai kebaikan 

dan juga kebenaran untuk menjaga ketertian, keadilan, dan kepastian hukum, bagi 

masyarakat hukum juga merupakan penjaga hak-hak kemanusiaan yang mana 

tidak seorangpun boleh diambil harkat dan martabatnya dan banyak lagi hak yang 

melekat sebagai hak dasar yang dalam keadaan apapun tidak boleh dikurangi.
1
 

Jika dalam proses penegakan hukum terindikasi penyalahgunaan kekuasaan dan 

wewenang maka penegak hukum dapat dikenakan pidana. Berdasarkan pendapat 

dari Andi Hamzah perbuatan penegak hukum yang demikian dapat dikenakan 

hukum pidana.
2
 

Sistem hukum acara pidana berdasarkan pada HIR pada saat penerapannya 

dirasa tidak mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) dan dinilai sangat 

memberatkan maka pada tahun 1981 sistem hukum pidana di Indonesia, dalam hal 

ini pemerintah, beralih dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan berlakunya KUHAP ini 

mencabut keberlakuan HIR (staatbled tahun 1941 Nomor 44).
3
  

Digantinya HIR menjadi KUHAP dalam hal ini untuk mengedepankan Hak 

Asasi Manusia serta berlandaskan pada proses hukum yang adil (due process of 

                                                      
1
 Arman Solit. Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Pemenuhan Hak Bukan Sebagai 

Ancaman Dan Tindakan Menghalang-Halangi Penegak Hukm  diakses di http://kompasiana.com . 

diakses 13 Agustus 2022 Pukul 18.30 Wib.   
2
 Ibid  

3
 Men Rukmini. 2003. Perloindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan 

Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem PeradilanIndonesisa PT. Alumni 

Bandung. hlm.4   

http://kompasiana.com/
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law) yang mana hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap 

sebagai hak-hak warga negara (civil law).
4
 Pengakuan HAM di dalam KUHAP 

terdapat dalam penjelasan umum pada angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang hukum acara pidana ada sepuluh asas yang mengatur tentang 

perlindungan harkat dan martabat manusia adapun. Kesepuluh asas tersebut 

sebagai berikut :
5
  

1. Praduga tidak bersalah  

2. Kesamaan di muka hukum 

3. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi  

4. Hak untuk mendapat bantuan hukum 

5. Kehadiran terdakwa di muka pengadilan  

6. Peradilan yang bebas dilaksanakan dengan cepat dan sederhana 

7. Peradilan yang terbuka untuk umum  

8. Pelanggaran hak-hak warga negara harus dilakukan berdasarkan 

undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis. 

9. Tersangka terhadap hak sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau 

penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang 

didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak 

untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum. 

10. Kewajiban pengadilan untuk melaksanakan pengendalian putusan-

putusannya. 

                                                      
4
 Ibid  

5
 R. Soeparmono. 2003. Praperadilan dalam KUHAP. Bandung : Manda Maju. Hlm.4.  
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Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk melakukan pengawasan 

terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenanganya supaya 

tidak menyalahgunakan wewenang karena tidaklah cukup suatu pengawasan 

hanya dilaksanakan secara intern, namun juga dibutuhkan pengawasan silang 

antara sesama aparat penegak hukum. Lembaga praperadilan adalah lembaga yang 

bertugas mengawasi aparat penegak hukum dalam upaya paksa yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka. Dalam hal ini yang dapat 

mengajukan praperadilan ialah tersangka, penyidik, dan penuntut umum dengan 

penjelasan sebagai berikut :
6
 

1. Tersangka : apakah tindakan penahanan sesuai dengan pasal 21 KUHAP 

ataukah penahanan melewati batas waktu dalam pasal 24 KUHAP. 

2. Penyidik :  untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penuntutan. 

3. Penuntut umum atau pihak ketiga : untuk memeriksa sah atau tidaknya 

penghentian penuntutan atau penghentian penyidikan. 

Praperadilan merupakan bagian pengawasan horizontal diberikan kepercayaan 

kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu gugatan 

praperadilan. Menurut Darwan Prints, praperadilan merupakan wujud nyata 

pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak asasi manusia dalam hal ini 

hak tersangka dalam membela dan mendapatkan hak-haknya yang sesuai dengan 

keadilan dan kepastian hukum. 
7
 

M. Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan 

                                                      
6
  Ibid  

7
 Salman Luthan,Dkk. 2014. Praperadilan di Indonesia Teori, Sejarah, dan Praktiknya. 

ICJR : Bandung. Hlm 1. 
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penerapan KUHAP menyatakan bahwa ciri serta eksistensi praperadilan yakni 

berada pada kesatuan pengadilan negeri. Praperadilan sebagai lembaga pengadilan 

hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri yang merupakan sebagai satuan 

tugas yang tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan negeri, admistrasi yustisial, 

personal teknis, peralatan, dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan 

negeri serta berada di bawah pengawasan kepemimpinan dari ketua pengadilan 

negeri. Tata laksana fungsi yustisial merupakan bagian dari fungsi yustisial 

pengadilan negeri itu sendiri.
8
 Dalam KUHAP memberikan penjelasan mengenai 

praperadilan yang menyatakan sebagai  berikut : 

 Pasal 1 angka 10 KUHAP Praperadilan adalah wewenang pengadilan 

negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini tentang : 
9
  

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan 

tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang atas kuasa tersangka 

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan 

atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan 

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkara tidak diajukan ke 

pengadilan. 

                                                      
8
 M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP 

(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar 

Grafika. Hlm. 1. 
9
 Pasal 1 angka 10 UU NO 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. LN RI Tahun 

1981 Nomor 76. TLN RI Nomor 3209. 
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Dewasa ini, terkait gugatan praperadilan mengalami perkembangan pasca dari 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian 

undang-undang  Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Hal ini mengakibatkan perluasan terhadap objek gugatan praperadilan yaitu 

penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sehingga objek gugatan 

praperadilan menjadi sebagai berikut :
10

 

1. Sah atau tidaknya penangkapan 

2. Sah atau tidaknya penahanan 

3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan 

4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan 

5. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya 

dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan 

6. Sah atau tidaknya penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan  

7. Sah tidaknya penetapan tersangka 

Mengenai gugurnya praperadilan diatur dalam pasal 82 ayat 1 huruf d 

KUHAP yang menyatakan dalam suatu perkara yang sudah mulai diperiksa oleh 

pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan 

belum selesai , maka permintaan tersebut gugur. 
11

 Terhadap pasal tersebut diatas 

seringkali terjadi perbedaan tafsir dikalangan hakim selaku yang berwenang 

memeriksa dan memutus perkara sehingga dalam pasal tersebut menjadi 

                                                      
10

 S. Wulandari, S. (2015). Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana. Serat 

Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 4 No. 3, 1-14. Hlm 3. http://jurnal.untagsmg.ac.id 

Diakses Pada 6 Oktober 2022 Pukul 15.00 WIB. 
11

 Pasal 82 Ayat 1 Huruf  b  UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. LN RI 

Tahun 1981 Nomor 76. TLN RI Nomor 3209. 

http://jurnal.untagsmg.ac.id/
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multitafsir dalam penerapanya dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkhusus 

pada frasa sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri dalam frasa ini 

menyebabkan banyak tafsir dalam praktiknya.   

Banyaknya tafsir terhadap pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP mengakibatkan 

munculnya persoalan bila dikaitkan dengan pasal 77 KUHAP yang dalam pasal 

tersebut menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa 

dan memutus perkara praperadilan. Hal ini menunjukan pasal tersebut menjadi 

pertanyaan jika pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara 

praperadilan mengapa menjadi gugur ketika pokok perkara sudah dilimpahkan ke 

pengadilan negeri  seolah-olah hal tersebut bukanlah kewengan dari pengadilan 

negeri. 
12

 

Gugurnya praperadilan dalam pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bila dikaitkan  

dengan pasal 147 KUHAP menjadi multitafsir. Adapun bunyi dari pasal 147 

KUHAP adalah sebagai berikut, “Setelah pengadilan negeri menerima surat 

pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan mempelajari apakah 

perkara itu termasuk pada wewenang pengadilan yang dipimpinnya.”  Frasa 

mempelajari di sini juga termasuk dalam makna memeriksa.
13

 Alasannya, frasa 

“sudah mulai diperiksa” tidak diatur secara gramatikal (menurut tata bahasa) oleh 

KUHAP sehingga kualifikasi “sudah mulai diperiksa” ditafsirkan secara 

sistematis terhadap ketentuan Bab XVI “Pemeriksaan di Sidang Pengadilan”.  

                                                      
12

 Sumardi, R. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak 

Asasi Manusia (HAM) Tersangka. Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, June 2021, VII, 149-162. 

Hlm 150. http://ejurnal.ubharaja.ac.id Diakses Pada 15 September 2022 Pukul 16.00 WIB. 
13

 Ibid 

http://ejurnal.ubharaja.ac.id/
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Bagian ketiga “Acara Pemeriksaan Biasa” pada Pasal 152 KUHAP yang 

mengatur  “dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan 

berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan 

menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang 

ditunjuk itu menetapkan hari sidang.’’ Proses penunjukan hakim dan proses 

penetapan hari sidang dilakukan oleh hakim melalui proses pemeriksaan berkas 

perkara terlebih dahulu.
14

 

Suatu ketidakpastian hukum mengenai kapan seharusnya suatu gugatan 

praperadilan dianggap gugur. Terhadap hal tersebut diajukanlah uji materiil 

KUHAP sehingga dalam putusannya Nomor putusan MK No 102/PUU-

XIII/2015. Dalam putusan MK No 102/PUU-XIII/2015 menyatakan pasal 82 ayat 

(1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat sepanjang frasa ‘’suatu perkara sudah mulai diperiksa’’ 

tidak dimaknai  ‘’permintaan paperadilan gugur ketika pokok perkara telah 

dilimpahkan dan telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama 

terdakwa/termohon.’’
15

  

                                                      
14

 Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari. (2018, Maret). Peranan Dan Fungsi Praperadilan 

Dalam Penegakan Hukum Pidana. Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1, 53-64. Hlm 56. 

https://jurnal.unissula.ac.id diakses pada 12 September 2022 Pukul 15.00 WIB. 
15

 Kristel Putri Regianna Br Pane , Gomgom T.P. Siregar, Syawal Amry Siregar. (2020, 

Desember). Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol Bagi Penyidik Dalam 

Perkara Pidana di Indonesia. Jurnal Prointegrita, Volume 4, Nomor 3, 511-519. Hlm 513. 

http://jurnal.darmaagung.ac.id Diakses pada 13 Septermber 2022 Pukul 20.00 WIB. 

https://jurnal.unissula.ac.id/
http://jurnal.darmaagung.ac.id/
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Berdasarkan dengan judul penelitian yang diangkat dalam kasus Nomor 

perkara No. 02/Pid.Pra/2022/Pn Kbu pada kasus ini setelah didaftarkannya dalam 

praperadilan. Beberapa hari kemudian perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga keadaan inilah yang menjadi 

permasalahan apakah kasus akan digugurkan atau tetap lanjut diperiksa di 

Pengadilan Negeri Kotabumi. Apabila dikaitkan pada pasal 82 huruf b KUHAP 

terkait gugurnya praperadilan pada kasus posisi penggugat mengajukan gugatan 

praperadilan ke Pengadilan Negeri Kotabumi untuk memeriksa sah atau tidaknya 

penetepan tersangka.  

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas menjadi salah satu objek gugatan 

praperadilan adalah memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka dan dalam 

jawaban gugatan tergugat  yaitu mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa 

dan memutus praperadilan. Dalam hal ini perihal kewenangan mengadili 

praperadilan yang seharusnya gugur ketika pokok perkara sudah dilimpahkan ke 

pengadilan sebagaimana yang berada dalam jawaban gugatan dari tergugat.
16

 

Di persidangan jawaban gugatan Termohon mengajukan Penetapan 

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk tentang penetapan hari sidang pertama (bukti 

surat tambahan T-27) telah menyampaikan bahwa perkara pokok dari praperadilan 

ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan telah diregister 

dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta buku Register 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga Termohon mempertanyakan legal 

                                                      
16

 Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari. (2018, Maret). Peranan Dan Fungsi Praperadilan 

Dalam Penegakan Hukum Pidana. Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1, 53-64. Hlm 55. 

https://jurnal.unissula.ac.id diakses pada 12 September 2022 Pukul 15.00 WIB. 
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standing Hakim Praperadilan dalam memeriksa perkara a quo karena menurut 

Termohon seharusnya pelimpahan tersebut serta merta menggugurkan 

pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada 

point 3 yang secara lengkap menyatakan:
17

 

“Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima 

oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan 

sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak 

dilimpahkan menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang 

Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan 

permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan perkara pokok.” 

Pada putusan  Nomor 02/Pid.Pra/ 2022 / PN Kbu hakim tetap berkeyakinan 

untuk menerima dan memeriksa gugatan peradilan. Berpedoman pada putusan 

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 Mahkamah 

berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan. Perkara praperadilan dinyatakan 

gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama 

terdakwa atau pemohon praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi juga sejalan 

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang 

di dalam Pasal 2 ayat (5) mengatur bahwa Praperadilan diajukan dan diproses 

sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok 

                                                      
17

 SEMA No 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 
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sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.
18

 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung maupun 

Surat Edaran Mahkamah Agung terdapat 2 kaidah yang berbeda dalam 

menentukan kapan gugurnya perkara praperadilan. Namun, hakim menilai bahwa 

sebenarnya terdapat titik temu pada kedua kaidah dari ketiga norma tersebut yang 

saling melengkapi satu dengan yang lain. Hal ini terlihat dari kesempatan yang 

diberikan SEMA 5 Tahun 2021 untuk Hakim Praperadilan untuk tetap memutus 

dan mengabulkan perkara yaitu dalam frasa “Dalam hal Hakim Praperadilan tetap 

memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak 

menghentikan perkara pokok.” 
19

 Untuk itu, Hakim praperadilan dalam perkara 

NO. 02/Pid.Pra/2022/PN Kbu tetap berkeyakinan untuk memeriksa dan memutus 

gugatan praperadilan meskipun perkara pokok sudah dilimpahkan ke Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang. 

 Kasus serupa dalam praperadilan Edward Soeryadjaya dalam Putusan NO. 

40/Pid.Pra/2018/ PN Jkt.sel. Objek gugatan mengenai sah atau tidaknya penetapan 

tersangka oleh termohon dalam hal ini jaksa penuntut umum mempercepat 

pelimpahan berkas perkara pokok. Adapun korelasi kasus praperadilan NO. 

02/Pid.Pra/2022/PN Kbu dan NO. 40/Pid.Pra/2018/ PN Jkt.sel perihal 

kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus praperadilan terhadap pokok 

perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan. Dalam kasus praperadilan 

Edward Soeryadjaya, yaitu 5 hari sebelum hakim praperadilan membacakan 

                                                      
18

 Website Resmi Pengadilan Negeri Kotabumi https://sipp.pn-kotabumi.go.id Putusan  

Nomor 02/Pid.Pra/2022/PN Kbu 
19

 SEMA No 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 
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putusan, jaksa penuntut umum mempercepat pelimpahan pokok perkara ke 

pengadilan Tipikor dengan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst. yang mana 

jika dikembalikan pada pasal 82 huruf d KUHAP memiliki maksud supaya 

gugatan praperadilan tersebut gugur. Namun hakim praperadilan tetap 

melanjutkan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan 

berkeyakinan pada pasal 82 huruf d KUHAP. Hal ini dikuatkan dengan putusan 

MK NO.102/PUU-XIII/2015 mengenai gugurnya praperadilan terjadi apabila 

telah dilakukan sidang pertama di pengadilan negeri sehingga dilakukannya 

penelitian kewenangan hakim dalam memeriksa gugatan praperadilan terhadap 

perkara pokok yang sudah dilimpahkan dan untuk mengetahui batasan mengenai 

gugurnya praperadilan itu sendiri. 

 

B. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi dasar kewenangan hakim dalam memeriksa gugatan 

praperadilan terhadap perkara pokok yang sudah dilimpahkan ke 

Pengadilan Negeri? 

2. Apa batasan yang menyebabkan gugurnya praperadilan berdasarkan 

hukum positif Indonesia?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang 

diangkat adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dasar kewenagan hakim 

dalam   memeriksa gugatan praperadilan terhadap perkara pokok yang 

sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan yang menyebabkan 

gugurnya gugatan praperadilan berdasarkan hukum positif Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

penjelasan mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa gugatan 

praperadilan terhadap perkara pokok yang sudah dilimpahkan.  

2. Manfaat praktis   

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi 

penegak hukum dan masyarakat luas mengenai batasan dalam gugurnya 

praperadilan sehingga dapat terwujud kepastian dan keadilan hukum 

dalam proses praperadilan khusunya terhadap perkara pokok yang sudah 

dilimpahkan. 

 

1. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini dibatasi ruang lingkup penulisan dalam penelitian. 

Adapun batas-batas penulisan ini hanya dalam kewenagan hakim dalam 
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memeriksa gugatan praperadilan terhadap perkara pokok yang sudah dilimpahkan 

ke pengadilan negeri. Ruang lingkup dari penelitian ini pertama mengenai 

kewenangan hakim yang bersinggungan terhadap perkara pokok yang sudah 

dilimpahkan. Kedua, batasan yang menyebabkan guggurnya praperadilan. 

2. Kerangka Teori 

Menurut Soetanjo Wignjosoebroto, dikatakan teori adalah suatu konstruksi 

dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan 

secara reflektif fenomena yang dijumpai di dalam pengalaman sehingga tak lagi 

berbicara. Seseorang langsung dihadapkan kepada dua macam realitas, pertama 

realitas in absracto dan kedua realitas in concerto yang berada dalam 

pengalaman indrawi.
20

  

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana 

hubungan suatu teori dengan faktor yang paling penting diketahui dalam suatu 

masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling 

berhubungan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara 

beberapa variable. Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena 

teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang akan 

diteliti.  

1. Teori Kepastian Hukum  

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas berarti 

                                                      
20

 Peter Mahmud Marzuki.2017. Penelitian Hukum. Cet.13. Jakarta : Kencana Prenada 

Media. Hlm 10 
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tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ini 

menjadi sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan 

hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak 

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.  Kepastian dan 

keadilan bukanlah sebuah tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan 

hukum. 

Menurut Utrech kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu adanya 

aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang 

boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan 

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh 

dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.
21

 

 

2. Teori Pertimbangan Hakim 

Memeriksa dan memutus suatu perkara bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, 

dalam era keterbukaan ini, dunia peradilan mulai digugat untuk membuka diri, 

sehingga putusan hakim tidak lagi semata-mata menjadi bahan perbincangan 

secara hukum dan ilmu hukum atau menjadi bahan kajian ilmu hukum saja tetapi 

akan lebih jauh menjadi konsumsi publik untuk dibicarakan dan diperdebatkan, 

terlebih jika ada putusan hakim yang dirasa kurang memuaskan masyarakat. 

Menurut Gerhard Robbes secara konteksual ada tiga macam esensi yang 

                                                      
21
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terkandung dalam kebebasan hakim untuk melaksankan kekuasaan kehakiman 

yaitu :
22

  

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan 

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan di putus oleh hakim 

c. Tidak boleh ada kosekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan 

tugas dan fungsi yudisialnya. 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak 

tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi 

hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan 

harus mempertimbangkan banyak hal baik itu yang berkaitan dengfan perkara 

yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh 

pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta 

mempertimbangkan pula keadilan masyrakat.
23

 

 

3. Metode Penelitian 

Mentode penulisan merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu 

dalam penelitian menggunkan langkah-langkah yang tersistematis, sedangkan 

penelitian merupakan upaya pencarian merupakan upaya pencarian yang bernilai 

edukatif. Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab 

                                                      
22

 Ahmad Rifai.2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam perspektif Hukum Progresif. 

Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 104. 
23
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permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-

asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat 

maupun yang berkenaan dengan kenyataan dengan hukum di masyrakat. 

1. Jenis Penelitian  

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuris 

normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap 

pasal-pasal dalam peratura perundang-undangan yang mengatur terhadap 

permasalahan diatas. penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang 

mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data skunder yang 

digunakan. 

Data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah 

ada  atau baik arsip yang dipublikasikkan maupun tidak dipublikasikan secara 

umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara 

berkunjung keperpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku 

yang berhubungan dengan penelitianya.
24

 

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian 

Dalam sebuah penelitian membutuhkan sumber daya untuk sebagai penunjang 

kelengkapan penelitian yang disebut bahan hukum baik itu bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

                                                      
24
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Yaitu bahan hukum yang mengikat atau bersifat resmi (otoritatif), seperti 

peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah undang-undang 

dan putusan hakim.
25

   

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, 

yaitu : 

1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana. LN RI Tahun 1981 Nomor 76 TLN RI Nomor 

3209. 

2) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan 

peninjauan Kembali Putusan Praperadilan 

3) Surat Edaran Mahkamah Agung  No 1 Tahun 2018 Tentang Larangan 

Pengajuan Praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang 

dalam pencarian orang (DPO) 

4) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 Tentang 

Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 

5) Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014  tentang Pengujian Undang-

Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

6) Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-

Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

7) Putusan Nomor 2 Pid.Pra 2022 PN Kbu 

8) Putusan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum primer.
26

 

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku yang ditulis 

oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, dan sumberlainya yang 

mendukung penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yakni bahan yang akan memberikan penjelasan guna 

menunjang bahan hukum primer maupun skunder.
27

 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-

undangan (satute approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

Pendekatan ini adalah pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara 

mengkaji terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

kondisi hukum yang sedang diteliti.
28

  Dan pendekatan (case approach) yaitu 

memperlajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan 

dalam praktik hukum terutama mengenai kasus yang telah diputus 

sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang 

menjadi fokus penelitian.
29

 

 

 

                                                      
26

 Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji.2015. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 13 
27
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4. Teknik pengumpulan bahan hukum 

Penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan melakukan 

penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum, 

pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (website). 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif secara deskriptif. Metode kualitatif merupakan 

suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif 

analitis adalah apa yang dinyatakan oleh informan secara lisan dan/atau tulisan 

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
30

   

6. Teknik penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan secara induktif yaitu bertolak dari 

hal-hal khusus ke umum. Hasil analisis penelitian ini yang dihubungkan 

dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab 

permasalahan. 
31

  

  

                                                      
30

 Johnny Ibrahim. 2010. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Malang : 

Bayumedia Publishing. Hlm 321. 
31

 Ibid. Hlm 47. 
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